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a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintatr pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blora, perlu dibenhrk
Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah ;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputtrsan Ketua KPU Kabupaten
Blora.

:1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2861 ;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor S,Tambahan kmbaran Negara Nomor a355);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun
2OLL tentang Penyelengara Pemilihan Umum
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1

Nomor 1O1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor
52a61;

Ferahrran Pemerintah Nomor 6 Tatrun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
( Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
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Nomor 20 , Tarrbatran kmbaran Negara Nomor
a6oa | ;

5. kraturan Pemerintatr Nomor 60 Tatrun 2OOg
tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah
(SPIP) ( Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara
Nomor 44593 ) ;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7O Tahun
2OL2 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 1SS ,
Tambatran kmbaran Negara Nomor 533a);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi
Pemilihan Umum Ifubupaten / Kota. sebagaimana
diubah terakhir dengan Perattran Komisi Pemilihan
Umum Nomor Ol Tahun ?OLZ tentang Perubatran
atas perahrran Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten I Kota sebagrmana diubatr dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tatrun
2OO8 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
37 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi dan tata
Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemffian Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
I(abupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tafuxr
2008 tentang Rrerubatran Komisi Pemilihan Umum
Nomor O6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Ihbupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor LT
Tahun 2OL2 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan tlmum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
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10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

++}/Kpts II{F,V I Tahun 2OL4 tentang Pedoman
Teknii penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintatr pada Komisi Pemilihan Umum;

1 1. Keputusan Menteri Keunagan N9F9t : SP DIPA -
076.01 .2.65798412Ot6 tanggal 07 Desember 2015
tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anngaran Petikan Tahun Anggaran 2016;

12. Kepuhrsan sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor O5l KptslSetjen/ TAHUN 2015

tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa
Pengguma enggaran / Penggttna Baranq P"9" Komisi
pemilihan Uilum Provinsi dan Komisi Pemilihart
Umum l(abupaten I KotaTahun Anggaran 2015'

Kepuhrsan Rapat Pleno KPU lhbupaten Blora tanggal 28

Desember 2016.
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Pembenttrkan Pembentukan sattran Ttrgas sist€m

Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Pada Komisi

Pemilihan umum l(abupaten Blora, sebagaimana

tersebut dafam hmpiran yang merupakan bagian tidak

terpisatrkan dari Keputtrsan ini;

Ttrgas Pokok SPIP sebagaimana tersebut dalam Dikhrm

KESATU diatas adalah sebagai berikut:

a. Menyusun Pehrnjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan

SPIP di Kantor I(PU Kabupaten Blora;

b. Melahsanalon sosialisasi penyelenggaraan SPIP

kepada jaiaran pegawai di ling[ungan kantor KPU

Kabupaten Blora;
c. Melakukan Diagnostic Assesment atas

penyelenggaraan SPIP di Kantor KPU Kabupaten

Blora;
d. Menyiapkan berbagai infrastmktur yang dibuhrhkart

antuk penyelenggaraan SPIP di I(antor KPU

KabuPaten Blota;
e. Mengawasi atas implementasi infrastmkhrr yang

telah disusun ke dalam kegiatan operasional sehari-

hari;
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f. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil
pelaksanaan hrgas kepada ketua KpU Kabupaten
Blora.

uraian Tugas sattran T\rgas SPIP adalah sebagai berikut :

1. Pengarah mempunyai tugas membina dan
mengarahkan penyelenggaraan SpIp di Kantor KpU
Kabupaten Blora;

2. Kehra mempunyai tugas :

a. Menyr-rsun Rencana Kerja Penyelenggaraan SpIp;
b. Menyusun berbagai instrument yang diperlukan

untuk penyelenggaraan SPIP;
c. Memimpin pelaksanaan tugas satgas

penyelenggaraan SPIP;
d. Melaporkan pelaksanaan hrgas satgas

penyelenggaraan SPIP kepada pengarah.

3. Sekretaris mempunyai ttrgas :

a. Menyusun Rencana Kerja Penyelenggaraan SpIp;
b. Men5nrsun berbagai instmment yang diperlukan

unhrk penyelenggaraan SPIP;
c. Memimpin pelaksanaan tugas satgas

penyelenggaraan SPIP;
d. Melaporkan pelaksanaan tugas satgas

penyelenggaraan SPIP kepada pengarah melalui
koordinator.

4. Koordinator mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan pen5rusunan Rencana Kerja
SPIP di Kantor KPU Kabupaten Blora;

b. Mengkoordinasikan penJrusunan berbagai
instnrment yang diperlukan untuk
penyelenggaraan SPIP;

c. Mengaratrkan pelaksanaan hrgas satgas
penyelenggaraan SPIP;

d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas satgas

penyelenggaraan SPIP.

5. Sekretariat mempunyai hrgas membanttr pelaksanaan

tugas sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi
kegiatan satgas Penyelenggaraan sPIP yang meliputi
pelaksarraarr, pernantauanr, pelaporan dan evahrasi'

Masa kerja Satuan Trrgas

sebagaimana tersebut dalam

selama 2 ( Dua ) Tahun sejak

dan daPat diPerPanjang;

Penyelenggaraan SPIP

Diktum KESATU diatas
Keprrtusan ini ditetaPkan'
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Ditetapkan di
eadl tanggal

BIora
3O Desember 2OL6

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BI,ORA,
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Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

BLORA
Hukum
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